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ABSTRAK

UHC mulai diterapkan di berbagai wilayah termasuk di Kota Semarang per 1
November 2017 jumlah peserta adalah 95,47% penduduk Kota Semarang namun
pemberi fasilitas pelayanan hanya 17 rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS
Kesehatan dan jumlah tempat tidur kelas 3 hanya 1.870. Sehingga terjadi
ketidakseimbangan jumlah peserta dengan jumlah pelayanan kesehatan.
Permasalahan yang timbul pada penerapan Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun
2017 adalah adanya tunggakan tanggungan peserta PBI APBD II milik Pemerintah
Kota Semarang sebesar 6,3 milyar dampak yang timbul adalah rumah sakit seperti
Panti Wilasa Dr Cipto belum menerima pembayaran klaim jasa pasien sejak bulan
Juni-Desember 2018. Permasalahan lain adalah rumah sakit Kelas B seperti RSI
Sultan Agung polikliniknya menjadi sepi.

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Sosiologis, dengan spesifikasi
penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan data primer yang
dikumpulkan melalui studi lapangan dan data sekunder yang dikumpulkan melalui
studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian adalah Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 tidak
dapat dijadikan sebagai landasan pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Kota Semarang
karena isi Pasal dalam ketentuan tersebut yang tidak sejalan dengan perundang-
undangan Jaminan Kesehatan yaitu Undang-Undang BPJS dan Perpres Nomor 82
Tahun 2018 terdapat pada Pasal 3 ayat (1),(2),(3), Pasal 5 ayat (1) , Pasal 8, dan Pasal
11. Rumah sakit dinilai tidak siap melayani pasien pengguna Jaminan Kesehatan
karena rumah sakit termasuk Panti Wilasa Dr Cipto dan RSI Sultan Agung tidak
mengetahui isi Perwal Kota Semarang sehingga tidak merujuk pasien PGOT ke
rumah sakit milik Pemerintah Daerah dan berita acara terbit lebih dari 10 hari setelah
berkas lengkap. Kendala pelaksanaannya adalah rujukan aplikasi online tidak update
secara real time, dan masih adanya keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS
Kesehatan KCU Semarang sebagai wanprestasi dengan konsekuensi pembayaran
denda sebesar 1%.

Kata Kunci: JKN, UHC, BPJS Kesehatan, Peraturan Walikota Semarang





ABSTRACT

UHC has been implemented in Indonesia, including Semarang since
1st November 2017. The number of the participants is 95.47% of Semarang
City residents, but there are only 17 hospitals provided services with BPJS
Kesehatan and the number of third-class beds is only 1,870. Consequently,
there is an imbalance in the number of participants with the number of
health services. The problem arises in Semarang Mayor Regulation No. 43
of 2017 implementation is the arrears of participant dependents of the PBI
APBD II owned by Semarang City Government amounting to 6.3 billion.
The impact is that hospitals like Panti Wilasa Dr. Cipto have not received
payment of patient service claims since June until December 2018. Another
problem is the polyclinics in Class B hospitals such as the RSI Sultan
Agung lose patients.

This research is a sociological juridical study, with a specification of
descriptive-analytical research. This study uses primary data collected
through field studies and secondary data collected through library studies.
The data analysis method used is qualitative.

The result of the study is Semarang Mayor Regulation No. 43 of 2017
cannot be used as the basis for the implementation of Health Insurance in
Semarang City because the contents are not in line with Health Insurance
legislation, namely the BPJS Act and Presidential Regulation No. 82 of
2018 contained in Article 3 sections (1), (2), (3), Article 5 section (1), Article
8, and Article 11. Hospitals are considered not ready to serve patients with
Health Insurance because hospitals such as Panti Wilasa Dr. Cipto and
RSI Sultan Agung do not know the contents of Semarang Mayor
Regulation so that they do not refer PGOT patients to regional state
hospitals and the minutes are published more than 10 days after
documents are completed. Constraints in its implementation are online
application references not updated in real time, and there are still late
payment claims by BPJS KCU Semarang as default with the consequent
payment of 1% fine.

Keywords: JKN, UHC, BPJS Kesehatan, Semarang Mayor Regulation
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